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PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERDA NOMOR
12 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT,
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS
DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2011

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 12, Pasal
13, pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007
tentang Organisasi Perangkat Daerah dan berdasarkan hasil evaluas
membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Pearturan
Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga
Teknis Daerah Kabupaten Mojokerto;

- Dasar hukum : Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi
Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotaprgja Surabaya dan Daerah Tingkat 11
Surabaya ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor
19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730 ) ;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43
Tahun 1999 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3890 ); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi
dan Nepotisme ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3851 ); Undang-Undang Nomor 10 Tahun
2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (
Lembaran negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4389 ); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 ) sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (
Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4844 ); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126,
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Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438 ); Peraturan Pemerintah
Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keungan Daerah (
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 ) ;
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593 ) ;
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provins dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 ); Peraturan
Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741 );
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang
Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang
Pertunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman
Teknis Organisass dan Tata Kerja Inspektorat Provins dan
Kabupaten/Kota; Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 12
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah
Kabupaten Mojokerto ( Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto
Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Mojokerto Nomor 9 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5 Tahun 2010 ( Lembaran
Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2010 Nomor 5);

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Organisasi dan Tata kerja Inspektorat,
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah
Kabupaten Mojokerto yang terdiri atas 2 Pasal.
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